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ABSTRAK : bahwa sehubungan dengan telah ditunjuknya Sekretaris Definitif oleh Komisi 
Pemilihan Umum Republik Indonesia,maka dipandang perlu untuk merubah 
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor : 
013/HK.03.2- Kpts/3603/Sek-Kab/1/2021 tentang Tim Pelaksana Pengendalian 
Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Tangerang; 
bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 7 / PMK. 
09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern 
Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses 
penyusunan Laporan Keuangan tahun 2021; 
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.09/2019 
tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas 
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh 
Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan; 
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 /PMK.05/2015 
tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan 
Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi 
Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan; 
bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi 
intensif lintas Biro di lingkungan Komisi Pemilih an Umum Kabupaten Tangerang; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf 
b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Tangerang tentang Pembentukan Tim Pelaksana 
Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Tangerang; 
 

  Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:  

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6109); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410); Peraturan Presiden Nomor 
50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 
2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267); Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan 
Penyampaian Laporan Keuangan Republik Negara/Lembaga; Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan 
Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 
Peraturan Komisi Pemilih an Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata 
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan U mum Provinsi, dan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1 763); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang 
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4/KU.05-
Kpt/02/KPU/I/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna 
Barang Pada Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Wewenang untuk 
menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pelaksana 
Tugas Kuasa Pengguma Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 
 

  Dalam Keputusan KPU Nomor 029/HK.03.2-Kpt/3603/Sek-Kab/III/2021 

Di atur tentang : 

Perubahan Keputusan Nomor : 013/HK.03.2-KPT/3603/Sek-Kab/I/2021 
Tentang Tim Pelaksana Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) 
Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang 
 

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 15 Maret 2021 

- Lampiran 1 Lembar 

 

 

 


